PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN
ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU
OLEH SUAMI

( STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO
PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT )

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUH! SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

_ AHLAN SUHEFI
~ NIM ; 94312162

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. H.M. AMIR, SH.
2. DRS. MAKHRUS M, M.HUM.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMPAH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2001



ABSTRAK

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada lahirnya saja
melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat dengan
perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk
mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua belah
pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh dalam
menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah sepakat
untuk melangsungkan perkawinan , maka mereka harus taat pada peraturan hukum yang
berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut.

Dalam kenyataan di masyarakat seringkali kita jumpai penyelesaian masalah poligami
sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian masalah poligami ini dengan cara
melakukan perkawinan poligami dengan menggunakan akta cerai palsu, padahal masih
terikat dengan perkawinan dengan orang lain, tanpa menghiraukan peraturan hukum yang
ada. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun
1974 menyatakan bahwa barang siapa keberatan dengan adanya penipuan, penggunaan surat-
surat palsu dalam pernikahan , dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke
Pengadilan Agama.

Penelitin ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan
menggunakan deskripstif analitik, yaitu selain memberi gambaran yang cermat mengenai
kasus tersebut juga memberikan analisis terhadap kasus itu. Metode pengumpulan data yang
di gunakan selain menggunakan metode wawancara, juga menggunakan metode
dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk
pembatalan perkawinan poligami karena adanya penggunan akta surat cerai palsu hanya bisa
di lakukan oleh Pengadilan Agama dengan di dasarkan pada alat bukti surat atau tertulis,
saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Dan Pembatalan perkawinan ini
menyebabkan hubungan suami istri berakhir, namun hal ini bersifat sementara, artinya
apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat di penuhi, maka dapat menikah lagi.



H.M. AMIR, SH.
DOSEN FAKULTAS SYART’AH

NOTA DINAS
Hal : Pengesahan Skripsi Kepada :

Sdr. Ahlan Suhefi Dekan Fakultas Syari’ah
Lamp :4 Eksemplar IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi -serta memberikan perbaikan-
perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ahlan Suhefi yang berjudul
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA
PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS
PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT, maka
dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah
dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh
gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu’alaikum Wr, Wb,

04 Zul Qa’dah 1421 H
Yogyakarta : - T —

29 Januari 2001 M

Pembimbing I

H. M~Amir, SH

NIP : 150 030 553



DRS. MAKHRUS, M.Hum

DOSEN FAKULTAS SYARI’AH
NOTA DINAS
Hal  : Pengesahan Skripsi Kepada :
Sdr. Ahlan Suhefi Dekan Fakultas Syari’ah
Lamp :4 Eksemplar [AIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-
perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ahlan Suhefi vyang berjudul :
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA
PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS
PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT, maka
dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah
dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagat syarat untuk memperoleh
gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

04 Zul Qa’dah 1421 H
Yogyakarta :

29 Januari 2001 M

Pembimbing I

<

Drs. Makhrus, M.Hum

NIP : 150 260 055

ii



Skripsi Berjudul

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA
PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI
STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA
NOMOR 338/PDT.G/1997/PAPWT

Yang Disusun Oleh :
Ahlan Suhefi
NIM : 94312162

Telah dimunagasahkan di depan sidang munagasah tanggal : 5 Februari
2001 M/11 Zul Qo’dah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

11 Zul Qo’dah 1421 H

Yogyakarta :

HM. AMnir,—SH
NIB,A50 030 553

Penguiji II

*150 030 553 NIP : 150 204 357



KATA PENGANTAR

ol
G191 LY O gl Bty ol 00 OLuiY) (3 601 b o
sl O 10 e oDty Bl g bl (J gyl O g5
g b ot a5 dl o g b M g

Puji syukur penyusun panjatkan ke-hadirat Allah SWT. Hanya karena
rahmat-Nya semata, penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu
hukum JIslam. Skripsi ini berjudul : “PEMBATALAN PERKAWINAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI
PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA
i’URWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT”,

Penyusun menyadari sedalam-dalamnya bahwa apa yang telah penyusun
sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena kemampuan
serta pengetahuan penyusun masih sangat terbatas, sehingga bentuk penyajiannya
masih ada kekurangan. |

Ketika sebuah skripsi telah selesai, seorang penyusun akan merasa sangat
berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses
penyusunannya dan segala petunjuk dan bimbingan yang penyusun peroleh, dapat

dipakai sebagai dasar penyusun yang memadai.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini
penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. |
2. Bapak HM. Amir, SH., dan Bapak Drs. Makhrus, M.Hum., selaku
pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun hingga
terwujudnya skripsi ini, orang tua dan adik-adik yang telah memberikan
dorongan dan inspirasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terlalu banyak yang dapat dikisahkan hingga skripsi ini selesai. Penyusun
hanya dapat mengajak para pembaca untuk menikmati hasil yang ada dan mudah-
mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penyusun
sendiri.
Akhirnya penyusun berdo’a semoga Allah SWT memberikan balasan atas

jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Amiin.

26 Ramadan 1421 H

Yogyakarta :
22 Desember 2000 M

vi



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

L Konsonan Tunggal

& t
& S
z T jim ] je
0 ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
; I e -y S 4
3 zal z ze (dengan titik di atas)
. ; ................ o - "
3 zai / zet
o sin s €s
o o T syin sy - “esdanye
o sad 8 es (dengan tink di bawah) |
J, dad d | de (deéngan Titik di bawah) ™
[N ta t o te (dengan titik di bawah)
B za’ z zet {dengan titik di bawah)
,,,,,,,,,,,,,,,,, t T ] e e T
¢ gain g ge
) fa’ f ef
3 qaf q qi
! kaf k ka
T lam | ‘el
2 mim m ‘em
5  E e . 1= -
....... ; e e o
- e g Fa |
N bamzah | " apostrof
7 & y ye

vil



II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

B3daze ditulis muta’addidah
iie ditulis ‘iddah

. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis #

S ditulis hikmah

i ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya)

b. Bila diikkuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan 4.

AW JS}\ aal 5 ditulis Karamah al-auliva’

¢. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢

3 il 38 ditulis Zakat al-fitrah
IV. Vokal Pendek
———— Fathah ditulis a
------ Kasrah ditulis 1
----- Dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
alalos ditulis jahiliyah
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis i
e < ditulis karim
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
o ditulis furad
oI

viii



VI. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati _ ditulis ai
<. . ditulis bainakum
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Jg ditulis qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

o5l Difulis a’antum
el Ditulis u’iddat
S o Ditulis la’in syakartum

VIIL. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

S ditulis al-Qur’am

J’L.‘-Ejb ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

sl ditulis as-Sama’
Lt ditulis | asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

il iy ditulis Zawi al-furid

2wt ol ditulis Abl al-Sunnah

v



DAFTAR ISI

BABL

BABIL

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................... ...
B. Pokok Masalah .......................
C. Tujuan dan Kegunaan ...............cooeetiiiies e e cen e e
D. Telaah Pustaka .............o i e
E. Kerangka Teoretik ...........ooei i cii e e
F. Metode Penelitian ............cco oo e e et ce oo ee e

G. Sistematika Pembahasan ... ........oo o ir e it e,

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN DAN PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan .................cccocoe e
B. Pengertian Penggunaan Akta Cerai Palsu .........................
C. Ketentuan Hukum Penggunaan Akta Cerai Palsu ................
D. Pembuktian Terhadap Penggunaan Akta Cerai Palsu

BAB IIl. PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN

ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AXTA CERAIPALSU
OLEH SUAMI PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT
A. Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan
Adanya Penggunan Akta Cerai Palsu Oleh Suami Perkara
Nomor 338/Pdt.G/1I997/PAPWL ... ..o,
B. Pembuktian Perkara ...................oo

i

v

Vil

e T T A T

16

18
26
34
41

50
35



C. Pertimbangan Hukum ................cco oo iiincin i e
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan ...........................

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN
AKTA CERAI PALSU PUTUSAN PERKARA NOMOR
338/PDT.G/1997/PA PWT
A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami ..
B. Analisis Terhadap Pembuktian Perkara ...........................
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum .........................
D. Analisis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan ....

BAB V. PENUTUP
A Kestmpulan ..o i e

B, S aran-S Al .. et e e e e e e

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT-SURAT IZINRISET ... e

xi

56
57

62
73
78
86

39
90

91

—



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan mahluk-Nya di dunia ini semua berpasang-pasang,
menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia
itu hidup berpasang-pasang, hidup dua sejoli sebagai suami istri dan membangun
rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan dan
pertalian yang kokoh dan langgeng.

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat
oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang
bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga
dipertanggungjawabkan kepada-Nya."

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1
ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatén lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal
dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.? Tkatan lahir batin di sini
mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir
saja, tetapi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan adalah

kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Y |{, Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaarmya (Ditinjau
Dari Segi Hukum Islam) cet.1. (Bandung: Alumni, 1981), him. 10

9 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasat 1



Untuk mencapai tuyjuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu
adanya persetujuan dan kejujuran diantara dua pihak. Persetujuan dan kejujuran
tersebut .mempunyai alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan dan
kejujuran antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yng kokoh
dalam mengarungi bahtera rumah tangga. VPersetujuan dan kejuyjuran dalam
perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang muhli, artinya tekad untuk
melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-
masing.

Kalau seorang pria dan wamta telah sepakat untuk melangsungkan
perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang
berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu
berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.”

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal
yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala
apabila suami istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga
dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Dalam kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian
masalah 'poligami sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian
masalah poligami tersebut dengan cara melakukan perkawinan poligami dengan
menggunakan akta cerai palsu, padahal ia masih terikat perkawinan dengan orang
lain. Dia melakukan perkawinan tersebut tanpa menghiraukan peraturan hukum

yang ada. Perkawinan ini dilakukan dengan tanpa memandang motifasi dan tata

Y Soemijati, Hukum Perkawinan Islam den Undang-Undang Perkawinan, cet.2.
(Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10



cara pelaksanaannya benar atau salah, serta agar dalam pelaksanaannya terlepas
dari peraturan yang ada maka pelaksanapnya dengan diam-diam atau dengan
sikap tidak juur. Sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain dengan
menggunakan akta cerai palsu. Kepada petugas pencatat perkawinan, mereka
mengaku berstatus duda cerai dengan memperlihatkan akta cerai palsu, padahal
mereka secara hukum masih berstatus sebagai suami. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 pasal 9 menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan.”
Selanjutnya maksud mendapat izin dari pengadilan adalah apabila seseorang akan
berpoligami maka ia wajib mengajukan izin kepada pengadilan disertai dengan
syarat-syarat dan alasan-alasan yang harus dipenuhi. Adapun syarat—syarat dan
alasan-alasan poligami adalah sebagai berikut :
1. Adanya alasan untuk poligami.

a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya sedrang

1stri.

b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.

¢. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri .
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anaknya.

4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil diantara istri-istrinya.”

*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 9

% Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 (1)



Dengan demikian poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan,
apalagi ditambah dengan penggunaan akta cerai palsu dan adanya unsur penipuan,
merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak
dan dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya
perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain
karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara’ sebagai seorang
isteri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau
kalaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk
dan Allah tidak menghendaki yang demikian.®

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-Undang Perkawinan Nomor |
Tahun 1974 telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau
isteri (merasa ditipu/adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Berkaitan dengan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 felah
mengadakan ketentuan bahwa barang siapa keberatan dengan adanya penipuan,
penggunaan surat-surat palsu dalam pernikahan, dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan
bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan yang
tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, akan tetapi harus

melahi keputusan pengadilan.

$ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,cet. 3, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), him. 212.



Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum,
baik bagi suami ataupun isteri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan
perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi
tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari tefjadinya pembatalan
perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23 menyatakan orang-orang
yang dapat miengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri,

2. Pejabat yang berwenang hanya sebelum perkawinan diputuskan.

3. Pejabat yang ditunjuk dan orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
langsung terhadap perkawinan itu, tetapi setelah perkawinan itu diputus.

4. Suami atau istri yang bersangkutan.

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata
cara pengajuan gugatan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 menyatakan
bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Hal ini berarti keputusan pengadilan itu berlaku surut. Ada
beberapa pengecualian terhadap berlaku surut tersebut yaitu sebagai benkut:

1. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta
bersama. Bila perkawinan itu didasarkan kepada adanya perkawinan yang

terdahutu.

D A. Mukti Arto,Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. 1, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1996), him. 231



3. Pihak-pihak ketiga lain yang tidak termmasuk dalam (1) dan (2) sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik, sebelum keputusan tentang
pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Apgama Purwokerto, pembatalan
perkawinan yang terjadi karena suami menikah lagi dengan wanita lain karena
ketidakjujuran dari pihak suami yaitu ketika akan menikah lagi mengaku sudah
menduda dan menggunakan akta cerai palsu untuk meyakinkan petugas pencatat
nikah. Dengan demikian terdapat pula unsur penipuan di dalamnya. Dalam skripsi
ini penyusun hanya akan menganalisis satu putusan yaitu perkara nomor

338/Pdi.G/1997/PA Pwt.

B. Pokok Masalah
Menilik pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam
skripsi ini, yaitu;
\1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus perkara
pemabatalan perkawinan.
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh
hakim.
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan
perkawinan.

4, Bagaimana akibat hukum dari penggunaan akta cerai palsu.



C. Tujuan dan Kepunaan

Setiap hal yang dilakukan manusia merupakan aktifitas tersendiri yang
sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai
dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pembuktian yang dipakai sebagai pijakan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan.

2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dipakai hakim.

3. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya
pembatalan perkawinan.

4. Untuk menjelaskan akibat hukum dari penggnnaan akta cerai palsu.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi tentang pembuktian dan pertimbangan hukum
yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Untuk memberikan informasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena )
adanya pembatalan perkawinan.

3. Untuk memberikan informasi tentang akibat hukum dari penggunaan akta

cerai palsu.

D. Telaah Pustaka
Hukum Islam disamping mengenal adanya perkawinan yang dapat

dibatalkan, ada pula perkawinan yang dapat difasidkan. Suatu perkawinan yang



seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara’ adalah sah, akan tetapi suatu
perkawir_lan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’ mungkin batal atau fasid.
Dalam membedakan antara batal dan fasid ada yang melihatnya dari segi rukun
atan syarat perkawinan. Perkawinan itu menjadi batal apabila perlangsungan
perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan
itu fasid apabila perlangsungan perkaﬁnan itu tidak memenuhi (kurang) syarat-
" syaratnya®

M. Jamil Latief, SH, berpendapat bahwa batal atau fasidnya suatu
perkawinan dilihat dari segi rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya yang dikaitkan
dengan unsur kesengajaan. Perkawinan itu batal apabila perlangsungan
perkawinan itu sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun
perkawinan. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan
itu tidak sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Di
sini yang' bersangkutan sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa
perkawinan itu tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan, hal itu baru
diketahui setelah terjadinya akad nikah.”

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan
bahwa perkawinan dapat putus karena:
1. Kematian.
2. Perceraian.

3. Atas keputusan pengadilan.

® M. Jamil Latief, dneka Hukum Perceraian Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him. 107

% Ibid, him. 109



Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena
pembatalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22,
suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila pihak-pihak tersebut
tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satunya adalah syarat yang
disebutkan dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari
pengadilan. Larangan ini bersifat sementara, artinya jika sifat larangan itu hilang
atau kekurangan syarat itu telah terpenuhi maka perkawinan itu dapat
diperbaharui agar menjadi sah.'®

Menurut BW atau Hukum Perdata pasal 27, perkawinan dapat dibatalkan
apabila perkawinan itu lebih dari seorang suami atau istri dapat dituntut
pembatalannya karena mereka masih terikat dengan perkawinan yang lama.'V

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga
pembatalan perkawinan, yang dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut
yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan semenda,
hubungan susuan, dan hubungan kekerabatan. Selain itu apabila terjadi
pembatalan perkawinan, menurut masyarakat hukum adat merupakan aib yang
mencoreng nama baik keluarga mereka. Bagi mereka apabila suatu perkawinan

dianggap tidak baik, bertentangan dengan hukum adat atau agama, bukanlah

9 Arso Sastroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. ],
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 64

1Y Hilman Hadikusuma, Huwkum Perkawinan Indonesia Memurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), him. 80



10

diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Dengan demikian
perkawinan itu pantang dibatatkan,'?

Prof. DR. Lili Rasyidi, S.H, LLM, berpendapat bahwa perkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat
itu adalah yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
pasal 6 sampai 12. Selanjutnya pasal 22 terdapat “dapat dibatalkan”, ini berarti
boleh batal atau tidak bilamana menurut hukum agamanya masing-masing tidak
menentukan lain. Dengan demikian dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan, pengadilan harus selau berpegang pada ketentuan agama mereka
yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut
agama mereka perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan

perkawinan mereka tersebut. 13)

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan,
belum ada yang secara khusus membahas masalah pembatalan perkawinan karena
adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami. Pembahasan dalam skripsi yang
pernah ada yaitu pembatalgn perkawinan poligami karena adanya penipuan status
dan identitas. Jadi Vsifatnya masih kurang spesifik. Oleh karena itu masalah
pembatalan perkawinan po-ligami karena adanya penggunaan akta cerai palsu
masih layak diangkat dan masih diperlukan kajian lebih lanjut karena masih

banyak dimensi dalam pembahasan perkasus.

9 Ibid, him. 83

19 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, cet. 1,
(Bandung: Remaja Muda Karya, 1991) him. 23
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E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah sebuah lembaga sosial. Artinya, perkawinan antara
seorang pria dan wanita mempunyai dampak tertenfu dalam kehidupan
bermasyarakat. Disamping itu, masyarakat (negara) juga mengeluarkan peraturan
yang menyangkut keluarga. Keluarga hidup di tengah masyarakat, '¥

Islam mengatur segaia aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia
dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan
manusia dengan dirinya.

Al-Quf’an dan as-Sunnah sebagai sumber asasi memuat segala hukum.
Namﬁn demikian tidak semuanya diterangkan secara terinci, tetapi kadangkala
diatur secara global yang untuk memahaminya diperlukan cara atau alat untuk
memahaminya dan menetapkan hukumnya.

Hukum keluarga dalam Islam diatur dengan tujuan untuk menciptakan
masyarakat yang harmonis. Pembolehan poligami didasarkan pada realitas dalam
masyarakat bahwa populasi wanita lebih banyak dibanding pria. Jika dalam
keadaan demikian tidak dibolehkan adanya poligami, maka akan menimbulkan
dampak yang negatif bagi wanita karena tidak mendapatkan pasangan hidup.
Selain fakta di atas, poligami dibolehkan dalam keadaan tertentu seperti istri tidak
dapat melahirkan keturunan, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat
disembuhkan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal
ini juga harus disertai dengan syarat suami mampu berbuat adil juga mampu

memberi nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya. Secara kultural sosiologis

) Johan Suban Tukan, Mefode Pendidikan Seks, Perkawingn dan Keluarga, cet. 2,
(Jakarta: Erlangga, 1994), him. 30
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keluarga yang dibina dengan perkawinan, jauh lebih tinggi kedudukannya dari
sekedarr memenuhi kebutuhan fisik atau biologis semata.'®

Perkawinan poligami hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, artinya jika
tidak ada alternatif lain selain dari poligami. Dilarangnya poligami adalah dalam
keadaan normal atau tidak ada alasan lain yang memenuhi syarat poligami.
Dengan demikian logikanya jika ada suami yang kawin lagi, apalagi dengan
mempergunakan akta cerai palsu, itu berarfi dia telah melakukan cara yang
menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dapat
dibatalkannya perkawinan yang baru itu. Perkawinan seperti itu jelas membawa
mﬁdarat karena didasarkan pada penipuan (dengan menggunakan akta cerai palsu)
untuk bisa kawin lagi secara sah. Diperlukan suatu kebohongan yang lebih besar
untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum Islam tidak menghendaki
kemudaratan dan kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaiduh

fighiyyah;
16)J \)" g )’a-“

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan,
walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang perkawinannya dibatalkan.
Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan

ketentuan yang  menghendaki  dilaksanakannya suatu perbuatan, lebih

) Saidus Syahar, Undang-Undemg ..., him. 13

') Asjmuni A. Rahman , Metoda Penetapan Hukum Islam, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang,
1986), hlm. 3
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didahulukan ketentuan yang mencegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah

yang berbunyi::

Dl g il S 2,16 13

Dengan demikian akan timbul dua mafsadat yang saling bertentangan antara
membolehkan poligami yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut.
Untuk itu harus dicermati antara dua mafsadat itu yang lebih ringan mudaratnya.
Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya. Sebagaimana dalam

kaidah fighivyah:

19|, ) q&-)\‘. Lipo bgadael o195 b aain 2, a5 1)

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang tidak sah
atau tidak sehat lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan
perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak

memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan dalam syara’ dan batinnya

tertekan karena dikhianati.
Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena

adanya penipuan, dalam hal ini menggunakan akta cerai palsu, hanya dibahas

1D Asjmuni A. Rehman, Qoidah-Qoidah Fighiyyah, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him. 65

W Ibid, him. 30
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sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada
perkawinan tanpa adanya persetujuan dar_i suami atau istri yang masih ada ikatan
perkawinan dengan yang bersangkutan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.
Berdasarkan teonn di atas, maka penyusun berusaha menganalisis
permasalahan yang ada pada perkara pembatalan perkawinan karena adanya

penipuan dengan kasus yang lebih spesifik yaitu penggunaan akta cerai palsu oleh

suami,

F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan,
menguji serangkaian hipotesa dengan cara-cara tertentu. Metode sangatlah penting
dalam  penulisan  skripsi  agar memperoleh  hasil yang dapat
dipertangggungjawabkan.
Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan
(field research), dimana perkara pembatalan perkawinan karena adanya
penggunaan akta cerai palsu oleh suami tefjadi yaitu di Pengadilan Agama
Purwokerto.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang penyusun pergunakan adalah deskriptif analitik, selain

memberikan gambaran yang cermat mengenai kasus pembatalan perkawinan
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karena adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami juga memberikan
analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan itu.
3. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis
Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti pada semua tata aturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah
perkawinan pada urnumnya dan mengenai alasan pembatalan perkawinan
pada kbususnya serta tata aturan beracara di lembaga peradilan
khususnya di Pengadilan Agama.

b. Normatif
Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang
ditetapkannya sesuatu dengan berdasarkan kepada teks-teks al-Qur’an dan
Hadis, kaidah usuliyah sérta pendapat para ulama vyang ada kaitannya
dengan permasalahan yang diteliti.

4, Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara
Yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara
dengan hakim atau aparat terkait di Pengadilan Agama Purwokerto.

b. Dokumentasi
Yaitu penelusuran dokumen dengan cara memperoleh data dengan
menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan

perkawinan tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.
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5. Analisa Data
a. Induktif
Pengolahan data secara induktif penyusun pergunakan untuk menganalisa
data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi data-data
yang dianalisa sedemikian rupa sehingga mendapatkan sebuah
kesimpulan yang umum,
b. Deduktif
Dengan metode deduktif, penyusun menganalisa ketentuan-ketentuan
umum yang ada dalam nas syara’ dan peraturan perundang-undangan
yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau

menjadi solusi dari pokok masalah yang telah ditetapkan. '

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penyusun sistematisir menjadi lima bab. Selanjutnya
dapat penyusun jelaskan sistematika pembahasan dalam tiap-tiap bab sebagai
berikut:

Dimulai dengan bab pertama yang merupakan pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua yang berisi pengertian pembatalan perkawinan,
pengertian penggunaan akta cerai palsu, ketentuan hukum mengenai penggunaan

akta cerai palsu, dan upaya pembuktian penggunaan akta cerai palsu.



17

Bab ketiga membabas masalah pembatalan perkawinan dengan alasan
adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami di Pengadilan Agama Purwokerto,
mendiskripsikan masalah tersebut, pertimbangan dan akibat hukum pembatalan
perkawinan.

Bab keempat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan
Agama Purwokerto mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan adanya
penggunaan akta cerai palsu oleh suami yang berisi analisis terhadap alasan
pembatalan perkawinan, anatisis terhadap pembuktian dari alasan yang diajukan,
dan analisis terhadap pertimbangan hukum serta analisis terhadap akibat hukum
pembatalan perkawinan.

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan

dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan

karena penggunaan akta cerai palsu melalui skripsi ini, maka penyusun

menyimpulkan :

1. Pembuktian dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada alat
bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung permbuktian.

2. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah ini didasarkan
pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak
terpenuhi/melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir. Hal ini
bersifat sementara, artinya apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat
dipenuhi, maka keduanya dapét menikah lagi. Masalah anak tetap menjadi
anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Harta
bersama dibagi sama rata diantara keduanya. Sedangkan harta pribadi tetap
menjadi milik masing-masing bekas suami dan bekas istri.

4. Penggunaan akta cerai palsu dalam perkawinan poliga_rni, selain perkawinan
tersebut dapat dibatalkan juga orang yang menggunakan akta cerai palsu

tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

89



90

B. Saran- saran

1. Kepada para pihak yang akan berceral, wajib melaksanakan/melangsungkan
perceraian di depan/melalui sidang ﬁengadilan untuk kemudian dibuatkan
surat keputusan dan akta cerainya oleh pengadilan, agar perceraian tersebut
mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

2. Kepada para pihak yang akan menikah lagi, wajib mengajukan izin poligami
ke Pengadilan Agama agar di kemudian hari perkawinannya yang baru
tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan
hukum.

3. Kepada petugas KUA (Kantor Urusan Agama) hendaknya meneliti dengan
cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan oleh orang yang
hendak menikah , jika dirasa meragukan kalau perlu petugas KUA melakukan
Klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan
surat/akta agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau
agdr dipérdleh fakta-fakta yang sebenarrya.

4, Dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak/aparat yang
yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan
penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah perkawinan dan
melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan supaya masyarakat dalam

melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada.
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Kemudaratan harus dihilangkan.

Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah
dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya

suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara
dua mafsadat itu mana yang Iebih berat dan mana
vang lebih ringan, maka dipilih yang lebih rinagn

mafsadatnya.

Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu
yang menyenangkan dengan sengaja.

Akad yang mengandung pemilikan wati’ (bersetubuh}
dengan lafad nikah atau tazwij atau yang semakna |
dengannya.

Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang
dengan kenikmatan perempuan.

Akad yang diucapkan dengan lafad nikah atau tazwij

untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.

Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafad talak dan

semisalnya.
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Melepaskan ikatan perkawinan atau mengurangi

keadaan (hak talak) dengan lafad yang khusus.

Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau
(Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam

semesta.

Bukti diminta dari penggugat dan sumpah dikenakan

atas pihak yang menolak.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu).

Wahat orang-orang yang beriman, jadilah kamu
orang-orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendin atau ibu bapakmu dan kerabatmu.

.. maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi,

dua, tiga atau empat ...
Kemudaratan harus dihilangkan.

Menolak kemudaratan  didahulukan dari  pada

menarik/mencari kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati di
antara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan
mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih

ringan mafsadatnya.
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Kemudaratan harus dihilangkan.

Tidak tahu terhadap hukum di negara Islam bukan
merupakan suatu halangan untuk diperlakukan hukum

tersebut,
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L

Daftar wawanecara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Sehubungan dengan perkara pembatalan perkawinan ini, dalam penjelasan
pasal 2 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak
bertentangan dengan hukum agama maka pekawinan itu dianggap sah.
Bagaimana hakim mensikapi hal ini ?

Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu kita kembali kepada Undang-
Undang bahwa perkawinan bila tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan,
maka perkawinan itu batal. Itu sudah menjadi aturan baku, jadi buat apa dibuat
Undang-Undang kalau tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Selain itu dasar

hukum pembatalan perkawinan menujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum Islam, antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang
batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana ?
Pengadilan Agama menggunakan istilah batal, itu merujuk kepada Undang-
Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istilah bahasa hukum di
lingkungan para 13akim. Apabila para hakim tidak adakesatuan bahasa, maka
akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhimya

akan menghambat pemeriksaan perkara.

Dalam pembatalan perkawinan int ada unsur penipuan dan pemaisuan akta
cerai palsu, bagaimana hakim membuktikannya ?

Pembuktiannya dengan alat bukti tertulis yang berupa antara lain surat nikah
termohon [ dengan istri terdahulu, akta cerai palsu yang digunakan oleh
termohon I, surat nikah antara termohon 1 dengan termohon Il, surat
tembusan/penjelasan dari PA Karawang yang menjelaskan tentang palsunya
akta cerai yang digunakan oleh termohon 1, juga pembuktian dengan

mendatangkan saksi dan pengakuan para pihak.
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Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini apakah hakim hanya
berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk

kepada sumber-sumber lain ?
Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hakim juga

merujuk kepada kitab-kitab figh yang ada dan yurisprudensi.

. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan ini ?
Disamping adanya penggunaan akta ccrai palsu juga tcrmohon [ ketika

menikah lagi tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

. Pengpgunaan akta cerai palsu apakah bisa dikenai ancaman pidana ?

Penggunaan akta cerai palsu dapat dikenat ancaman pidana tapi masalah
pidana bukan wewenang Pengadilan Agama ietapi wewenang Pengadilan
Negeri. Masalah pengaduan ke penyidik itu bukan urusan Pengadilan Agama
tapi itu urusan para pihak yang; dirugtkan dalam masalah tersebut. Pengadilan
Agama hanya memeriksa dan memutus perkara perdatanya (perkawinannya)
saja. Jadi masalah pidananya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yaitu melalui

pengaduan ke polisi oleh pihak yang merasa dirugikan.

. Terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai ini bisakah diadakan penafsiran -
luas dari aturan delik bigami dengan menerapkan pasal 279 KUHP ?
Bisa saja, tetapi itu bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang

Pengadilan Negeri. Kalau dari segi perdatanya Pengadilan Agama bisa.

. Denda yng dikenakan pada pelanggar ULl Perkawinan seperti yang disebutkan
dalam PP No. 9/1975 pasal 45 hanya sebesar Rp. 7500, apakah masih relevan
dengan keadaan sekarang dan bagaimana hakim mensikapinya ?

Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibaca dengan “sekurang-

kurangnya” dan denda tersebut di atas bukan merupakan harga mati .
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10.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum,
maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa
akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini ? |
Hubungan suami istri menjadi putus, putusnya sementara akalu syarat yang
tidak dipenuhi sudah memnuhi syarat, mereka dapat menikah lagi.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak
sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan tersebut.

Harta bersama (Gono-Gini) dibagi rata diantara kedua suami istri yang
perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau
disebutkan dalam putusan denagn alasan bahwa para pihak sudah dianggap
mengetahuinya (fictie).

Menurut bapak faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang
menggunakan akta cerai palsu untuk melangsungkan perkawinan ?

Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam masalah perceraian atau
mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah lagi denga prosedur/syarat
perceraian yang rumit dan memerlukan waktu yang lama sehingga membuat
orang melakukan jalan pintas dengan memalsukan akta cerainya agar ia bisa
menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui proses perceraian menurut
Undang-Undang. Tindakan seperti itu (penggunaan akta cerai palsu) dapat
dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, artinya sesorang yang
melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan maksud untuk menghindari

aturan hukum yang berlaku atau untuk mengharapkan akibat hukum yang

diinginkan dari perbuatannya tersebut.

. Apakah dalam hukum slam ada aturan tentang hukuman terhadap pelaku

penggunaan akta cerai palsu ?

Dalam hukum Islam penggunaan akta cerai palsu digolongkan kepada

hukuman 1a’zir yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim.
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Bermaksu Mengadakan penelitian dengan judul,

" PENBATALAN FPERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTE CE
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Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.nel.id
Semarangy

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : R/ 4702/ P/ 1X72000

. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agusius 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIIL/72. '

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

2 Sural dari Dekan Lakultas Syari‘'ah IAIN Suka Yogyakarta

tgl. 25 Agustus 2000 nomor ..INS/I/DS/ BB 009/953/2® 0

. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
{BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan
TIDAK KEBERATAN atas peilaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah
vang dilaksanakan oleh :

1. Nama - Ahlan Suhefi

2. Pekerjaan ' Mahasiowa

3. Alamat : RT 01 RW 05 Karangjati Kemranjen Banyumas Jateng

4. Penanggungjawab : HoM Amir S.H

5. Maksud tujuan : Untuk Skripsi Judul :

research/survey * pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan idanya

Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Atas
Putusan dan Penetapan PA Purwokerto)

6. Lokasi

Puwokerto Xab . Banyumas

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research/ survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Sutvey ini berlaku dari :
12 September 2000 s/d 12 Desember 2000

..............................................................................................................................................

Dikeluarkan di: SEMARANG

Pada tanggal : 12 September 2000

An.  GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

TEMBUSAN :
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2. Kapolda Jateng.

3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa' Tengah
4 :

.....................................................................




PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Prof. Dr, Suharso No. 45 Telp 32548 Fax, 40715
PURWOKERTO KodePos 53115

TEMBUSAN : kepada Yth 3

l.
e
S
4,

Se
Ga

SURAT IJIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070.1/833/14/ 2000

I.  Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Kantor SOS POL. Kab. Dati II Banyumas
Tanggal 25 September 2000  Nomor: 070/429/1%/2000

‘ Ketua Bappeda Prop Jawa lengah +tgl. 12 September 2000
dansuratdari: yo . R/4702/T%/P/2000

1. Memberi Jjin Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey dalam kabupaten Dati II

Banyumas yang dilaksanakan oleh :

1. Nama - AHLAN SUHEERL

2. Pekerjaan : Mahasiswa

3. Alamat : Rt. 01 Rw 05 Karangjati Kemranjen Banyumas

4, PenanggungJawab : H-M AMIR, S.H

5. Maksud Tujuan . skripsi"PIMBAVTATAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN

ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AXKTE CERAT PALSU OLEH
SUMATI (studi atas putusan dan penetapan PA Pwt)
Lokasi : Kabupaten Banyumas

7. Peserta i

o

[II. DENGANKETENTUAN :

a. Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan Penelitian/ Research / Survey berhubungan dahulu dengan
- Pimpinan Aparatur setempat.

c. Setelahselesai pelaksanaan Penelitian / Research/ Survey menyerahkan hasilnya
kepada BAPPEDA Kabupaten Dati Il Banyumas.

IV. SURATIINBERLAKU :

Mulai tanggal : 12 September 2000 s/d 12 Desember 2000

V. Kepadayang 'bersangkutan untuk maklum dan bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 25 September 2000
An BUPATI KDH. TK Il BANYUMAS

we

?

Kakan SOSPOl Kab Bamas, V\IAHYU BUDI S."\LPTONO
Dekan Fak Syariah TAIN Suka Yogya Penata

Kakandep Agama Kab Banyumas; N1P. 010 232 648
Camat Karanglewas;

Ketua Pengadilan Agama Pwt;

Kepala KUA Kec. Karanglewas;



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURWOKERTO
Barat Terminal Bis Telp. (0281) 36366 Purwokerto Kode Pos 53141
- JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : PA.k/21/K/Kp.01.2/ 2110 / 2000

Yarmg bertanda tamgan dibawah imi ketua Péngadilan Agama
Parwokerto, dengan ini menerangkan bahwa ¢

Fama = AHLAN. SUREFT .
N IM z 94312162
Pak / Inst ¢ Syari'ak / IAW Sunan Kalijogo Yogya

karta

Jurwusam

Peradilan Agama
Alamat

1)

Jl, Tiimoho &g.Gemnmjah FNo.16 Yogyakarta

Benar-benar telah mengadakan Riset/Pemelitian pada Kantor
Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka Penyusuman skripsi de
ngan Judwl z " Pembatalam Perkawinan Dengan Alasan Penggumaan -
Akta Ceral Falswm ©, ‘

..Stadi Analisis berdasarkam Putusan Pengadilam Agama Purwo-
kerto Womor perkara = 338/Pdt.G/1997/PA.Pwt.

Demikian surat.ketérangan ini dibwat untuk dapat diperguma
kan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Desember 2000




DEPART SMAN AGalia
IKLHTOR URUSAN GAMA

EuCaM-TAN KARANGIEWAS

e mm e Alamat ; Jl. Penatus Singanireja Karanglewas Kidul 557161

SURAT _KOTI3 NGAN

— e e T S Sl T e

Nomor : MK,19/K.18/0T.88/258/2000,

venzan inl Komnl senerangkan bahwa aihzagsiswa yang

dibawan ini :

Henma : ihlan sulefi
NI K s 94312162

sa/Tastitut: syarirah/TiTe SU-KA Yo-y.karta

Jurusan : reracilan Agama

tersebut terse

alamat : J1.Timono Ge.genjen Fo:16 vogyakarta

Telah wmengudakan riset. venelitian di UM Kecsw:ian ywaranslewas

dalam rangka .enyusumnan skripsi dengan judul : nienibat

nan poligami pengan il .5 .o dailys Fengguns o b, tern

Llan Terk o1

I omlsu o lahb’

Suwewl, sbuddl snalisis tes cutus a4 on uroolerto, Perkara onor (38

s ruba G/ 1997/ PA v,

oendiiian sara s Keterana., Lol divu:-d onfus di 4t

periksa duan ddrat dijunakan seboagdlcan: weatinga.

epala

cenjediin

wies, 4 pesember 2000

NIP. 150 198 D51

Ttut
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SALINAN PU,TUS AN

Houwor + 338/vdt.G/1957/PA.Put
BISNTLLAANTYN MAHMAANTH RAMIIM
DEMT KuAUILas BI0DUARKAN KOTUHAAR TANG HAHA ESA

Fengadilan Agowa Purwokerto yasng wonguedili perkorg =
perdatsa. Agoma permnohonsnt pumﬁﬁtmlun oiksh pada tingkat per=-
taxae teloh menjetuhkon putussn aebugoi borikut delawm porige
rgonyos @ - - ————

ACHMAD SAHIRUY, Bs uwmur 52 tabun, Agaws Islem,
pokerjoan lepala Kgutor Urusan Agsma Ko
comoton Karsuglewas, Kobupoten Banyuwss,
tompot tingeal di Kelurahsu Posir . Kidul
Rt.03 = 8w ,03, Hdocowatsn Purwokerto DBa=-
rat, Bobuputen Bauvumaz, selonjutnya di=

gaezbuf ¢ ® PLONCN o, - -

¥o lowan

1. NACHRUDIN MUNITAR bin H.HUCHTAR, umur 4% tg -

hun, aAgswa Izlaom, pakerjgsan Wirsswasta ,

towpet tingzel 61 Dess Haveunglewas Bidul
agesmaton Lorangleuss, Sobupstsn Banyua N

zwag, selonjutnys disebut : " TIRKMOHOHE I

2, WIDHIAS TIROWATI binti H.ALTI MAKSUM ALIMZJA,
unuyr 34 tobhun, Agswa Islom, peXerjaan =—-

Karyawan Ruwebh Sgklt Umum Banyumas, too=-

pat tingzol 41 Dasa Haranglewgs Kidul, -~

KscaWuton Koranglewas, Bebupatoan Bonyn -

' mgd, selonjutnys diswbud ¢ " TIRECHONW IIW

Fongoedilan Agnmo torsebut §} —emcmccr e sc e mr s -
Telah wendsogar ketzrongon pors plhok bLerperliara deo sakgie
agksl dézulres persidangen 3 , -

T31ah meambaoce den meneliti surot-surat yeng bsrbubuogsn de-
ogen parkara inl § -—w-eroemeeomomnona-

ToHTANG QUDUKHYA POREARA
Henlmbang, babwa Femohon dengsn surst permobonannys-
teifonggsl 28 April 1997 terdaftor peds Xepanitepsen Paugae
dilon Ago=za Furwokeprto Howmor 338/P4t.G/19%7/PA.Put. tanggal
28 April 1997 yang 4euuldisw dilenzkapi daugon kztasreangen 41
muka sideng telab mwangajuken bal-hol acsbsegal berikut | —m=-

=~ Bahwe %eruwobon I, NACHRUDIN KUCHTAR bin HJUUATAR teleh -
] o
aelongsungkan parnilubag d.pgsn Terwmobon II WIDHIAZS TIRO-

WATI LI B B L BRI L B B



WATI pedo tangzel 22 farst 19497 denpoan well ayob kRandung-
nswa H, ALI MANIUM ALIM JA Jdar dilokukun dihadsvan Pols =
bat Kantor Urugan Agams Kacowatsn faranglswes HRobupoten -
Bouyumos Akto Hiksh No. 47%5/26/11I1/1837 § =——meommmcccecs=e
= Bophwo perkawiluan tirsobul wolonsgar ssrotureu prundong =
\ undgngon yang berlauw kursng Teraohon I pagﬁ walttu molake
sanakan parkowinan yeng kedus kallioys tirasbul mangguoe -

kan surst palsu, ysitu Akts Coroi fio.112/A8/15G6/PAKew

= Bghug barvhubung dongon ituw mokae Fawohon wohon agsr Penga=-
dilan Agsms Furwoksrto mom,vihsa don wmengodill dsugen men
. . " jatubkon putuson s2boged DUTLYUE 3 —meececme—am—cmemeaeeae—

1. Hengabulkan pareolangd Famolun | —eemc—cecccacacs——cma. .
2.Meabatelkon parkowinen Terushon I/NACHRUDIN MUCHTAR blo
~ YUHTAR deagesu Tsrmohon II WIDHIAS TIROWATI binti H.ALI
EAKIUM ALIMIJA § ~emwwecccaccccaacco- ——— i e i

« Menstapkan tenftouyz pembebonon bleya yang timbul dari -

perHerd INl § mremsccee e e c e ————
4¢ Atou woabarilsn putusan loin yorg 8dll dan bljigkssng -
mepurut bukun parundanpg-ucdsnzon voug barlaltl §| ~e=e=—

Maniwbong, bakwo pada huarl sidongeyang taleh ditantu
ken pora pihak datovg manghsiop df persidangon § =m—meecees

Menimbang, babuwa dizuks p=raidangon olsh Ketus talab
diusabakan untuk bardamoi, nawun tidek barbseil, make selop
Jutoya oleb Ketus dibacokan surst porsohonan tersebut yong-
1aginye tatop dipertohsenksn oleh Femobon ;3 - -

H o Meniubeng, behwa atasz .serwmobonan Pumohon tersebut «-
' Tarwohon I den Terwmohon IX talnb wambariken tangzapannys ==

aocars borspwo-~gome yang dapat disimpulkan sabazsl berliut:

-~ Bghwg Terxzohou I gsejok Oktober 1951 telsh meningéolkan -
1gteri yang bernswua Rr.NURDWIJATEY sewpal sakarang tidak=—
“7%' , parnob bertswu opologi berbubungen delem bantuk apapun -~
i dan Termohon I wenggavggsp Br, NURDWIJATHT sudah  bukan -
. istarinye lagl Kersvs gelama {1 tehun antars bulan Januerl
) sgmpol dengon Oktohar 1941 sudebh munjetubkon talaq saspal
tigs kol | ~~==ommccacamna- - ————
= Bahwa Termohon I pado wsktu mmeil mowmixEE Fegawsl Negerd
Sipil tahun 1994 wengojukan paresralan gosual doeagon pe -
raturan PP.10 nsoun sempal gskarang tideok ado penyslesel
on (dibakukon oleh Bupgti ) ; =—-m==me=w-= -
= Boghwa Termohen I mojask bulao Juli 1398 wangundurken 4diri-
(kaluor) daril Pagowal Negeri Jipil. Sotelah wznjosdd orang
awoetes Tormohon I barmelisud monga juksu parcersion dolem=-

ﬂpti S 4w asvsacrasdbdronds



3.

~ artl cesral =oh wauurut hulkum Hogserae, Wareug dalsm hukum -
Agama Jalos sudnb ceoral wmutlok. Lercobon I akan nangoju -
ken pergorsion dl Psoyuwes 'mersss khewatir k:josdisu tahun
1994 terulang logl yuitu dibokuknn oloh Sdupat] saniugge ~-
Tapmobon I tldo%t baronl =m2ogsjultan osrmohonsn cerod di —
Banyumps | w-memmemcccm et e - B,

=« Babwp  Tarmohon I kebatulan kangl d=ngso ﬁyai TCYIBIN ala.
Bp. XH. THOHIR WIDJAYA don kosudisu memberi kusss sepenub
nyn kepods KH., TOHIR BIDJAYA untulk mengurasken percoeraian
Tormohon I sampel tuntas §} —~-—wr—mrrmcccwsrrccarrm e ———-
- Babwe pada bulan Jonuari 1557 Terwohoun I wmanerime 2 louw -
bar Alkto Ceral deri Bp. KH. TOHIR WIDJAYAy satu untuk Tor |
mohon I dan lsimnys untuk bekas izteri Tacrmohon 1. Saumbhl
menyarshkaa Bapok KU.TOHIR WIDJAYA wzrogstokan bohwae Akta-
Terni 1tu agh don dapet untul mznikoh dimenapun. Tepmohon
I yokbn opa yong dikatokan oleh ¥gmyk KH, TOHIR WIDJAYA -
 4tu benar kerens bollou ssorsang Uloso avalogl petugos KOM
" KAMTIB, dan lagi fermohou I saoma salnll tidok meugertl =
progadur untuk wondapotlon Akts Gersi don fermobon I su -
dah menguazakan scpuunuhnys kzpoda Baophk KH. TCHIR WIDJAYA
dan Termohon I boru gakali itu umelihaot bentuknya Akta Ye-
Tl § ~e——emm——— - e T -
Bghwe teonggsl 9 MHarazt 1597 Terxzohon I mengbodop Kapola =
Desa Haranglewas #idul dengsn wywbowo don maugajukan Akto
CGerol Termohon I dsn *erwobon II serts wenyotokoun Termo =
bon I dgan Termohon II skeun w:nikoh., Bopak #epzle Dess ke=
s _ utdign menunjukksn Akta Ceral taracbut kepade Powmchon =we
{ Espala Bactor Yrusan Agema Kecoazsten Xorang lowas ) di=-
Koutor Upruson Agoxa “eggtaton dppguglewass dan Femohoun seo-
s tolsh moemelitd kowudisn wamyostaken bahwa Akte Ceroel tarsg
oy but bonar dan dapot untuk meollph § ==—rmw—vcccccsanaraaa- -

= Bohwo tanggael 11 Haret 1997 Terwvohon I berssno Bapek Xeps
" 18 Deps Koaranglewpa ¥idul menyersblion gswmun perssyorotan—
untuk wsulkeb . termasuk blaya pusrnilkshan kepado Pomohon =
dsu olsh Yemohon dinyataken bobwa semus persysraten sudsh
‘benar i “mm e ————————— e e e e
= Bghwo astelsh tenggsn waktu 11 hari, yaitu pada tanggal =
22 Meret 1557 Femohon basspta stafoys datong kerumgh Ter-
mohon 1II denu kewvuilisn dlbuedspsn poare sskal dan undangsu -
manyatakten Alhamdullllsh sewus aysrat-syarat paroilkebon =

sudah beunsr don tidak ada Yulengsn gpepun uctuk melgng =

fi i e - sungksun perniksbon sntsras Terwohon I dan Termohon II, ko=
_ ’ wudien dllongesunizken pevnlkuhon t.raabat ] merrmeeecceme———

&

>, -

- ﬁﬂh“ﬂ SessssesssvstLBOY S
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= Dahwa potelah 2 herl darl pelalsanoan paxcileashan torsebut

Leyrmohion I i Carootan O mrqaorima Lultu oilah yvane telaoh
ditanda tunganl oloh L0 BBom § o eemce e e
- “anyg deopun dmaikian vorobon Lo dan Yox .obsn T mpiynboe
kan pernicahannya dolah azh aenweat Gabus Isltas dan sah-
DEMULNE hulun NOEITE § e e i e i e e i e e
= Bahwa apzbila ¢ooobon 2oangatdoan pediawinan Lot uebul N
langgar peraturas pecurdange=und.aran dan der-abonm 1 meng-
gunaltan Akta Ceral palsu malia gemuauye itu bukan kelalais
an Termohen I karena syarat-syurat torocbult swlab ditell-
CbL dan diwnyvatakan vonar dan sudai selalul tengrang waktu-
lebin dard 19 hari ; : —— _
- Bahwa beredasar uraian terschut Jdiztoe mabka Teraohen Idon
ferrohon IT moion azar Peapadilan izam Purwokerto menjo-
tuhitan putusan sebhisal BEEiiUT 3 memmme e ma—

1. Menolak permoionan femohon, harena Lerzovon I dan Ierye
aohan IT dalanm ooluakepanskas pornllkahan tidak aelanogar

peraturen parunlang=undansan § o~

v
Yenolak untuk mumbatalkan peikawinan antara Termohon Y
1

dan Termohon IT, korena tel:bh dilalcsonaltan dengan  mew

menuhd rultun~rulunaya §os-
Menetapkan tentans pombebanazn biaya yang tiabul  davi-
darl perkara ini j; v - ——m— —

Hernimbang, bahwa fewohon kenudiau mengafukan replik=
yang'pada poltoxnya mombanarkan telah menellitl Akta Coral w
Termohon I dan waktu itu mempunyel keyaiinan bahwa Akta Be-
ral tersebut asii sehingpz dinngsunrian pexrnikzhan toyse -
but, nanun berdasay Lukti-buti yang ada kerdlan, ternyata
Akta Ceral tersebut adalah palsu dan karenanya lenchon tetap
mohon kepada Faugadilun Agasa Puswokerto agar psnjatunikan =

putusan sebagal borikut § ~——ecmceec— e .
1« flengabulkan pexnohonan Penohon § -- ——— —

2+ Henetapken batalnya pernbleaihan antarae Pesswonsn I dun Ter
mohon 11 dongin alasan

e A M U palp Sl mos et

a, Ylelangge: Undang-Undang soenrpundtan akte ceral palsu-

dengan uucur kegcugaliaan ; -
be Perolehan fkta veral tersciut darl 2 (dua) swaber f=e
v Dete Daxi Bap:i Wile DOHIL WIDIAYA § == -

De2e Barl Pengadlilan iganae Xarawvang ; -

enimbang, bahwa atas replik tersebut Teyushon I me-
agatukan duplik yang pada pokoknya aenslal kalauw dikatakan-
. sengala wmemaloukan dilktz Cerad. Yaarm bonsy Tevsoton I benar-
bonar tidak ssugoeja o tidad danu cnra~pura écuyelesaikan—peg

Cornilall esssasescvnses



ceroion daun moodapotkon Akts cxral. JYevesohon [ huuvae wints
tolong k=2pode ovruug yaog banﬁr—benar is percsya untulf Wy =
ngurus parozrsisn tsrsebut xgwans Terwohon I sudoh trausg-
ZINUrud narceralan yang sangoet gulit 41 satusoten Benyumas
1ol ; e e e e e e e e

Menimboagz, bahwo Yermohon II tidok membrrikon tang-
' REPONNYD | =mmmmmmem e et e ————

MNeuimbang, bobwa untult mrympsrtsbanken parsobongnuya
Femohon dimuls persidanpgen wongsjuken surat-surst buktl sg

s
bagol herlluf @ cvccmmmcs i e ——— -———— ,
I . . . ,,’“’ﬁ/
1. Photo Copy " Akta Cersi ¥ Nowor 112/ACA1636/PA.Kvw vang
ditsudol dengen Pel, =w-—wcmmmmm e e -—————

2. Photo Copy Surat dari Penpudilon Agoma Kelas IA Kerauawg
yang ddtujuken kapads Ketus Sub Unit LORPRI RBEI Purwo =
kerto Homor PA,.1/K/HK.03%/212/1997 tavgmal 12 April 19~

97 yveng tewbusonnys antara luin dikirimlsen kspado Kon -

* for Urusan Agamo Hscusmaetun Kerangleowss yopg ditondal -

datgan Pe=2, ewecrre et v e ——— -

Photo Copy 3Surat dari Sub Unlt XORPRI RRI Purwokeprto -

yong antora lain ditujukan kepada ®epsla Kentor Urusan
Agamg Koossmaetan Horanglewsa, yaug dltoddel deugan P=3%,
Fhoto Copy Kutipan Akta Nikeb setas namo FACHRUDIH KUH -
TAR detigan BRre. DWI ATHI vong dikelusriton olsh Kantor U
rusan Agana Hooairantan Mergoaugean Hotamadya Yogyalkarts =
Nomor 137/1972 tauggal 16 Agustus 1972 yang ditondal -
dongon Pefd, csccmooma—caas ——————— et e e ————
Fhoto Copy Kutiposn Aute Nikah atos name NACHRUDIN MWUCH-
- TAR dangan WIDHIAS PIACWATLE wang dik2lusrksn olsh Hon -
tor Urusgu Agsus fecauotsn Keranglowss Nowor t 473/26/-
" 11I/1997 tenggol 22 Havat 1937 yang ditondel dengeun P=5

Fenlwbong, behws dleewping bukti surat-surst torpe-
but, Psmohon mangs juksn aeqrahg sokol beruname SOHHAJI kin
_ HASAKR ILYAS yong mamboriken kotersugun diotaes sumpabh sebo-
o g8t borikut i ——mee—nmmemeeoan ———— e m mm e m e ——en e ———

Cr

. ~ Bahwo 3asksl osdoaloh karyswan fantor Urusan Agemo Kéoamat-
' an Koroanglewss don wanjodi zaksl pads woktu pernikohan -
L Tarmobon I dengau Teruohon II ; =-wv-- e m—— e ————— -
- Bahwe saksi kenel dzugan T¢ruchon I den Tarwohon II pade

waktu Termohon I dan Tapmobon II meuikoll | wrw—ececcacaws

= Bghus pada wakiu dilangaungkau parcikohbon, sstehu sakei-
mareks gudsh mawmenubd porsysratan ulkabh, gsntare lain sda

akta geral yang carsis sepgrti akts corsd yeng blope ko~

wl terima untuk wenikaeh ysog dikaluarkon oleh Psogadilsn

AZDMO ssssesnescsane



Agama Barawanyg ; ~—-e—wemwemec e e m e ————————
= Bahwa sakal baru tohu akta esral terz:bub polsu zatsloh -
maebooa tembuasn surst duprl Pangodilon Apysmo Harvawong yong

voenlslaskan boliwa oskta csrol tersatut palsuy § —==m—-- —————
- Bahwgs goteloh tabu adpnys wxesunghingn skts c2rol teraehut
polaun, Famohou mauglirin surst Hepods Tzrmchon I untuk go-
garo datong ko Kgutor Urusnn Agowo dan diberi koaterangon-
o, e tentong hal tzrsebut nexun woktu ltu Termohen I t2fap wo=
ogengRap bahwa puovnliahan merekn aoh saja § ~-~evevecnma=

Monirbang, babwe baik Feochon weupun Termobon I dgu-
Tavronohoa I1 manystaokan €1dgk kabaroton atss katoergngon galt-
;, . 81 torsehut} =——waccccwrccrcccme e -

Menimbang, bohwa Termohcn IT untuk menguatkon seage- -
nal sghnys perttawinon entora fermohon I dengon Terwmohon IIw
" menge jukun secrong 2o%sl bernams SARTONG bin MUATAREJA vyang
wambariksn Retergagan dietos sumpoh asbogel baritutl @ ——wws

o5

= Bahwa 8okel adolob kokgk iper Terxohon 11 yeug ade podag =
" magt peraikahon Larsohon I dengsn Tarwohon II ig hadir -=
8Dagpl H2IUOPRE § ~-meom—smcecmmem s ————
Babwa soksl mengestohul sebzlum skad niltab feloh diadakane
pangecakan oleh Kentor Urusan Agawme don pzrnilshan dileng
sungkan aehlagga aoksl tidgh tabu kelgu ada yang palau 3=
Bghwo mokai mengetohul adenys dugsen babwe akits cerai itu
Ppalau dari Termobon I1 yang msngatuken adanye kKepslsuwon =
tersabut dan Permonon II juge menyewpulkon untuk tindakasn
proventif moke mereke diperintshkon olsh-Papgadilan untuk
barpigolh AUlY ] cemmrmmced e ct e r s -
Baphwe pihak Xeluorge Tersoln IT wmznghendaki koraneg ke jo~-
Algnnys dewmikisn ogor diselasaikan dengon sabaik-bailnysn:

Henimboeng, bohwn ptes kKatereopgon ssksl teractut para
Pibek manyatalun tidek berkaberatasn ; —--v-n " —

Menimbang, bahwe opare pibak berporkara talobh menga=—
Jukan kasiwmpulsn sacors leﬁnﬁ 41 walta nersidaungon vengpadae~
pokoimys masing-mosing toten podo 491il-dnlil peadirisunya~
don Termohon I aerte Termobon II many:rshken zeponuhnys ko=
poda futuson Pongadilaoo Agawa it

Maniwbong , babwe kewnuilasn tzlob turjadi heid=hol da-
low psmapilesan perkaors 1nil yang selirogkepnya ta2rizro delawm
herits aoora paraideougsn dan s2lanlutnys dlouggsp sobagsl =
baglan serta turut Sigertivbousgkon Zolow subtugsn ind § ===

)

;. ¥ Kenimbang, babws poda okhiranys pora plhek beroerkars
mohon PULUAAN | =—ww— e amewem e et —mm e ——— e~
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PRONIF ER ST AR NS
o YN . ryin g TR P § b B, - Taw ot - Py T pare ol
Jealzoant, habwea aokowl don tu uan pooomononan Peaohosn

pabucialeing ol dlprallno 2 atap ) cmssernrve -

Menimbarniz, bahwa dari pormstonan Fomolhnn dan bukél -

bukti yany dia’‘ukannya, Fenga-ilan oempevolel fakta-fakta se

AV RG-)
bagai NATIMUE 5 e it i e e o 1 i i et A e Pt 40 i 2 4 e e
- 1
¢t fe Dahwa buktti P.1 adalah merupskan saliah satu surat vang =

2,

Se

Ge

dijadikan dasar oleh Pemohion untuk monilkabXkan Termohon I
dengan Tormonon IT § se—emmmcae e -

Henwa bukti P.2 avuyatakan babwasenya fitta Seral domor -
112/AC/ 1986/ ¥ heTrw. dilteludrlan oleh Vengadilan Agama =
Larvawang pada dasgpal 6 Maret 1395 denpan menggunalkan das
sar Fenetapan Lomor 254Pdt.G/1996/Pilrw. tangzal 6 Mared
$996 untuk atas nana SALT dengan 9000 dari focamatan Jati
sarl, Xabupsten Kizawang, sedansitan Penetupan Nomor 332/-
PAteG/1996/2ke 1w bangmal 18 Se tesbiy 1936 diputus olsh
surgadilan Agama Jarawaung pada tacsponl 30 Septenber 1956-
derngan Akta Ceral Howsor $14/AU/1356/PAeYrw. tanggal 26 Mo
penber 1996 untuk atas nama IZ2aH din 3ADAR lawan 3FEI BA =
AAYU dari Zecamutan {arwvang Xabupaten Tarawvang dan Dulahe
atas nama HACHRUDIH WUSITAY lawan bre NUFDZIJATHL binti -
FHe PUSPQ HARDWOSC. 3elanjfutuya venraiilan Agama Xarawang
nenyatakan Akta Cexal atari:nama NWACHIUDIN MUCHTAR dengan
Fres NUEDWIJATHI adalah paloun § =w- ———————
Bonwa bukttt Pe3 merupaksn peimohisnan agar dikitim berita-

acara pencabutan suratesuyat dan hasil interogasi poabawa

akta ceral Nomor 112/AC/1936/PA.Nxw 3

" Bahwa bukti Ped merupakan buktil telah ter)adi pernikahan=

ahtara Termohon I dengan I'te DWIATHI § == -
Bahwa buktl P.5 morupakan bukti telah te: jadlnya perniliah
an antara Terwshon I dengan Terachon II 3 =
Bahwa keterangan sazol Peaohon menyataxan telah teriady =
pernikahan antara Termohon I dengan Zersmohon II dihadapan
Pejabat Kantor Urupoan 4izana Fecasatan Xaranglewas dan wak
tu fitu tildak diketaiml adonya saluh 2atu surat yang dipgu-

nakan untul peroyaratan Hikahs adalah pzleu s

Henimbanpg, bahwa darl jJawaban Teruohon I dan Teruohon

II serta sakei yang dlatukan olel Tevrohon II, Fengadilan -
nanperoleh fakta-fakta sabagail berijoud @ ———

1.

Bahwa Teruotion I tolah melangsungdiarn peiniltahan dengon
Teraochon II pada taaggal 22 Lares 1997 dinadapen Felabate

RanbOT esneveveservssnse
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Pada hariini ... 153Hu tanggal . ...

telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut :

I. Telah dilangsungkan akad nikah :

hari, tanggal, bulan, tahun (Hij dan Masehi) dan pukul :  ........ BT TR S 39 ML
11, SUAMI
1. Nama lengkap dan alias : NAEHRUP}N MUY,HTAK.A
2. Tempat dan tanggal lahir : .E;".i?isd. B4 AR - 0B .
3. Warga negara 4. Agama ; ]ﬂdaniﬂa ........... Jlskamo oo
5. Pekerjaan cOWIRAWARE2 .
6. Tempat tinggal 7. Pendidikan terakhir Co. wmdu%t‘ Jogdarean o AMTA L.
8. Status sebelum nikah {jejaka, duda atau beristri) . Tda cTema
Jika duda : a. Nama dan tempat tinggal bekas istri : .

b. Tanggal menjadi duda GGG - - - T
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan bukil pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau
akta kematian/surat keterangan mati):
Dari instansi
Nomor dan tanggal surat
Jika masih beristri : a. Berapa istrinya
b. Nama istr atau istr-istrinya
¢. Yang memberi izin,
nomor dan tanggal surat
9. Persetujuan (adaftidak ada) :
10. Dispensasi bagi yang belum mencapaj urnur 19 tahun :
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
11. lzin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a, Yang memberiizin b. Hubungan keluarga
¢. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat
12, Orang tua kandung

a. Nama
b. Warganegara c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal
HIL ISTRI

. Nama lengkap dan alias

. Tempat dan tanggal lahir

. Warga negara, 4, Agama

. Pekerjaan

. Tempat tinggal 7. Pendidikan terakhir

. Status sebelum nikah (perawan atau janda)
Jika janda :a, Nama & tempat tinggal bekas suami : gioWlarzuki. kitits

b. Tanggal menjadi janda : ,

. -7

[ Y, VR S ]

c. Bukti cerai, berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talaﬁutipan buku pendaftaran cerai atau
-akta kematian/surat keterangan mati} : .

Dari instansi :
Nomor dan tanggal surat
9, Persetujuan (adaftidak ada)
10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun :
a. Yang memberi dispensasi :
b. Nomor dan tanggal surat
11. lzin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a, Yangmemberiizin b. Hubungan keluarga

c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat :
12. Orang tua kandung Ayah ; A — k. Ibu : .
a, Nama } R R A\‘ .msum Aesl Tﬂi’p_ Kamldah
b. Warganegara ¢, Agama .TMQ%S! .....
d. Pekerjaan Mani

e. Tempat tinggal

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) 2. Hubungan walifsebab : N-"Si’ ........... P, AYﬂh ............

3. Nama lengkap dan alias 4. Bin . H-AY Phksurm Mg Mea, | Eam ok, . ..

5. Terapat dan tanggal lahir coBanvdmas, A dn T

6. Warga negara 7. Agama : .1“4‘1_“.‘?5"? .............. , 15.;-:9.“.‘ ...........

8. Pekerjaan 1) I e e aa

9. Tempat tinggal Do i‘%&lﬁﬁn%iwag.\e\d% .........................
s .




NIKAH ' ModeI N

.24.[.:/?..[.(”] Nomor Urut Folio s . .oueveutus
V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa . b Rmas A @Rom L %j /

2. Pembayaran (tunai/hutang) P T s LA
V1. PERJANJIAN PERKAWINAN
Jika ada petjanjian sebutkan PP PN
VIL. TAKLIK TALAK
Sesudah akad nikah suami membaca dan menanda- ~
tangani taklik talak (yaftidak) 2

..........................................

V111, Jika suamifistri anggota angkatan bersenjata :
1. Pejabat pemberi izin
2. Nomor dan tanggal surat

1X. Jika perkawinan campuran
1. Instansi pemberi keterangan

2. Nomor dan tanggal surat I e e ——
X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

1. Nama - 2. Umur :

3. Warga negara 4, Agama

5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal

7. Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

1. Nama 2. Umur
3. Warga negara 4, Agama
5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal

7. Tanggal surat kuasa

XII. PPNfwakil PPN yang menghadiri akad nikah .
1. Nama 2. Jabatan : A thmad, Sahirun TN

3. KUA Kecamatan 1 Kapare Liwas

X11t. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN
1. Nama ‘
2. Tempat tinggal
3. Nomeor dan tanggal keputusan

XIV. PPN yang mencatat

1. Nama 2. Jabatan : Ad"mad Sanie wo - Ki?’.‘-@ ..............
3. KUA Kecamatan : c RARRATESWAS, e e
XV. SAKSI Saksi | : . - Saksi 1] :
1. Nama 2. Umur LY Eﬂ?k%m‘,haw e E‘Bnh“ L
3. Warga negara 4, Agama ndossie o lstam. ... )P?‘Qniﬂa M L
5. Pekerjaan Kepola Bga ... Kariawan YA e . karsfelsnns
6. Tempat tinggal ¥aranelewes kidub .. ... ... Ksdunghamdsrs. ... ........
XV1, Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, : REW?h WA,
sebutkan alamat lengkap sodikavanehsvas vk L.

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
1. Pengadilan yang memutuskan :
- 2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :
1. Suami 2. Istr 3. Wali Nikzh 4. Saksi| 5. SaksilI 6. PPN/Wakil PPN

BN o

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, 4 af rgli\langan PPN
dengan model NA : sed huruf : . . J¥. . nomer porporasi : 0317991 ....... [ . XANTOR

© T URUSAN AG
*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balzi pihng‘f' &
. A

atau akad nikah dihadiri olch Pembantu PPN, Sy

Loy O
Catatan ; TELHY DIBATHL LS I (0/#/9.1‘19_} OC\"-." Kb@/ . P“/?-WM‘?TO

BERDIASARKLIN SYRAT PUTUSAN N 333/P¢é_6/,,?,y
/0-4 /){df TERTB A BCRL /7O I¢Cr /592
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